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NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
MANAJAMEN PENGELOLAAN KAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah
secara efektif dan efisien yang meliputi perencanaan
kas yang baik, pencegahan kemungkinan terjadinya
kebocoran, kemungkinan penyimpangan, serta
pencairan sumber pembiayaan yang paling murah,
maka perlu dibuat dan disusun mekanisme pengelolaan
kas daerah;

b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, maka
perlu dibentuk dengan peraturan Bupati Kolaka;

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang
pembentukan daerah-daerah TK Il di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang
perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia) tahun 2004 Nomor  tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia

3. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor ) sebagamana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-



undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan
“kedua atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana “telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor §9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan



10.

1.

12.

13.

14.

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2011(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5167);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akur;tansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

ii



Menetapkan

15.

16.

17.

Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 05 Tahun
2010, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kolaka; |

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 12 Tahun
2011, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran
2012; .

Peraturan Bupati Kolaka Nomor 01 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Kolaka
Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN

Peraturan Bupati Kolaka tentang Manajemen Pengelolaan
Kas Daerah
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Déerah adalah Kabupaten Kolaka

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan/atau walikota, dan
parangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan perherintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik indonesia.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adélah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan,” penatausahaan, pelaporan, pertanggung-
jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna



anggaran/pengguna barang.

9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintar'w daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan
daerah.

10. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala
daerah/wakil kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah.

11.Kepala Daerah adalah gubemur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah
kabupaten atau walikota bagi daerah kota.

12.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah
yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelénggarakan
keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

13.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya
disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. |

14.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD
yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

15.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.

16.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
barang milik daerah. )

17.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

18.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

19. Pejabat Penatausahéan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-
SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada
SKPD.



20.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah
pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa
kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang'tugasnya.

21.Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan memper-
tanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan
APBD pada SKPD.

22.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan memper-
tanggungjawabkan uang untuk keperiuan belanja daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

23.Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih
entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan
keuangan.

24 Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna
barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan
menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

25.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah
dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

26.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.

27.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

28. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

29.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih.

30.Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih.



31.Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah
daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang
sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

32.Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah
dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang
berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan
sebab lainnya yang sah.

33.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang
memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun
anggaran.

34.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis
seperti bunga, deviden, royalti manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya
sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka
. pelayanan kepada masyarakat.

35.Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber
dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan
dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap
periode.

36.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen
yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai
dasar penerbitan SPP. -

37.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan
pembayaran.

38.SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka
kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan
dengan pembayaran langsung.

39.SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah



dokumen yang diajukan oleh bendahara pengéluaran untuk permintaan
pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung. )

40.SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat
mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang
persediaan.

41.SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran
langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat
perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima,
peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan
oleh PPTK.

42.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen
yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

43.Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-
UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban-beban pengeluaran
DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai
kegiatan. )

44, Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPMGU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-
SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang
telah dibelanjakan.

45.Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah



batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

46.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna &nggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD
kepada pihak ketiga.

47.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan
oleh BUD berdasarkan SPM.

REKENING BANK MILIK BBéﬁgAHARA UMUM DAERAH
PASAL 2
Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan keuangan Pemerintah daerah
membutuhkan rekening bank sebagai tempat penyimpanan uang daerah. Oleh
karena itu penunjukan bank harus mendapatkan perhatian khusus termasuk
perjanjian kerjasama yang menyertainya.
Pasal 3
Hal-hal penting yang periu diperhatikan terkait dengan Rekening Bank milik BUD
adalah sebagai berikut:
1. Bendahara Umum Daerah (BUD) membuka rekening kas umum daerah pada
bank yang sehat dalam rangka pengelolaan kas daerah
2. Penunjukan Bank dilakukan melalui Keputusan Kepala Daerah sesuai kriteria
dan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Sentral dan Bendahara Umum
Negara
3. Penunjukan bank disertai dengan naskah perjanjian
4. Hanya "ada satu bank" sebagai pengelola kas umum daerah
5. Pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pembukaan rekening
bank dimungkinkan untuk Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran
Pembantu, dan Bendahara Penerimaan
6. Pembukaan rekening SKPD dilakukan oleh BUD



BAB Ill
POLA HUBUNGAN DAN MEKANISME REKENING PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4
Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dapat membuka
rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditunjuk
oleh Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan
dan pengeluaran daerah.
Pasal §
BUD dapat membuka beberapa rekening penerimaan sesuai dengan kebutuhan
untuk mempermudah mekanisme penerimaan pendapatan daerah.
Pasal 6
Rekening penerimaan dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh
penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-
kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sebagaimana ditetapkan dalam
perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan.
' Pasal 7
Apabila kewajiban pelimpahan secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari,
maka Bupati dapat mengatur pelimpahan secara berkala.
' Pasal 8
Rekening penerimaan dioperasikan untuk menerima setoran langsung pen-
dapatan daerah yang tidak melalui bendahara penerimaan dan/atau menerima
setoran pendapatan yang dilakukan oleh bendahara penerimaan.
Pasal 9 '
Rekening pengeluaran dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu
dana untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah sesuai rencana pengeluaran,
yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala daerah.
Pasal 10
Rekening pengeluaran ini dioperésikan untuk belanja yang dibayarkan secara
langsung kepada pihak ketiga melalui mekanisme LS dan juga untuk membayar
UP/GU/TU kepada bendahara pengeluaran.



Pasal 11
Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan gamétau rekening penge-
luaran pada Bank Umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas
perintah Bendahara Umum Daerah. |

BAB IV
BANK KAS UMUM DAERAH
- Pasal 12
Bendahara Umum Daerah membuka rekening pada Bank Umum dan/atau Bank
Sentral yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kriteria dan persyaratan untuk
menyimpan uang daerah.
Pasal 13
Penunjukan tersebut memperhatikan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank
Indonesia.
Pasal 14
Dalam rangka pembukaan Rekening Kas Umum Daerah Bendahara Umum
Daerah membuat perjanjian dengan Bank Umum yang ditunjuk. Perjanjian ter-
sebut sekurang-kurangnya mencakup:
1. Jenis pelayanan yang diberikan,;
2. Mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
3. Pelimpahan saldo rekening penerimaan dan pengeluaran ke Rekening Kas
Umum Daerah; N
4. Pemberian bungal/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
5. Mekanisme perlakuan biaya administrasi dan jasa giro baik di rekening BUD
maupun di rekening SKPD;
6. Pemberian imbalan atas jasa pelayanan,
7. Kewajiban penyampaian laporan;
8. Sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena
pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
9. Tata cara penyelesaian perselisihan;



Pasal 15
Dalam menunjuk bank yang akan digunakan untuk menyimpan Kas Umum

| Daerah, Kepala Daerah selain berpedoman kepada kriteria dan persyaratan

yang . ditetapkan oleh bank sentral dan bendahara umum negara dapat pula

mempertimbangkan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Reputasi Bank
Bank yang dipilih harus memiliki track record yang baik. Misalnya, bank tidak
pernah memiliki kasus yang merugikan nasabah.

2. Pelayanan Bank
Bank yang dipilih juga harus memiliki pelayanan yang baik dan memadai.
kecepatan dan ketepatan dalam melakukan transaksi, melakukan pelayanan-
pelayanan khusus seperti pemotongan dan penyetoran pajak, dan lain-lain.

3. Manfaat
Memberikan manfaat ekonomi, sosial, peningkatan pendapatan daerah
dan/atau peningkatan kesejahteranaan dan/atau pelayanan masyarakat.

BAB V
REKENING SKPD
Pasal 16
Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas
pada tingkat SKPD, dapat dibuka rekening bank atas nama SKPD. Pembukaan
rekening tersebut dilakukan oleh BUD pada Bank yang telah ditunjuk oleh
Kepala Daerah.
Pasal 17
Rekening penerimaan SKPD digunakan untuk menampung penerimaan daerah
yang menjadi kewenangan SKPD bersangkutan.
Pasal 18
Pada akhir hari kerja, saldo yang ada di rekening penerimaan SKPD tersebut
wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah oleh bendahara
penerimaan.



Pasal 19
Dalam hal penyetoran belum dapat dilakukan setiap hari, Bupati mengatur
penYetoran secara berkala. ’

” Pasal 20 ’

Rekening pengeluaran SKPD digunakan untuk pengelolaan uang yang akan
digunakan sebagai belanja-belanja SKPD, seperti uang persediaan, tambahan
uang persediaan, atau dana LS yang dikelola oleh bendahara pengeluaran
SKPD.

Pasal 21
Rekening pengeluaran SKPD dapat dibuka atas nama bendahara pengeluaran
SKPD dan bendahara pengeluaran pembantu.

BAB VI
ANGGARAN KAS
Pasal 22
Anggaran kas merupakan alat yang digunakan oleh bendahara umum daerah
untuk mengatur lalu lintas kas daerah sehingga tercapai optimalisasi
penggunaan uang daerah dan dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya
defisit kas pada saat pelaksanaan anggaran.
Pasal 23
Hal-hal penting yang periu diperhatikan terkait anggaran kas antara lain:
1. Anggaran Kas Pemda disusun berdasarkan kompilasi anggaran kas SKPD
yang diusulkan pada saat penetapan DPA SKPD
2. Usulan anggaran kas oleh SKPD disiapkan berdasarkan estimasi bulanan per
rincian obyek belanja atau pendapatan
3. Anggaran Kas menjadi dasar penyusunan SPD
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BAB Vil
PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN KAS

Bagian kesatu ’
Proses Penyusunan Anggaran Kas SKPD

Pasal 24
Berdasarkan anggaran pendapatan yang telah ditetapkan, dihitung rencana,
penerimaan rincian objek pendapatan untuk setiap bulannya.

Pasal 25
Perhitungan rencana pendapatan ini dapat dilakukan berdasarkan pengalaman
realisasi pendapatan pada tahun-tahun anggaran sebelumnya atau dengan data
lain yang mempunyai kaitan dengan realisasi pendapatan setiap bulannya.

Pasal 26
Hasil perhitungan rencana pendapatan per rincian objek setiap bulannya dicatat
ke dalam dokumen Rencana Pendapatan per Rincian Objek. (Format Rencana
Penerimaan per Rincian Objek SKPD sebagaimana pada Lampiran 1.1).

Pasal 27
Dokumen ini memuat data tentang jumlah anggaran pendapatan per rincian
objek selama satu tahun dan rencana pendapatan setiap bulan serta per
triwulan.

Pasal 28
Sebelum menyusun anggaran pengeluaran SKPD terlebih dahulu dilakukan
koordinasi antar penanggung jawab kegiatan untuk menentukan rencana
pelaksanaan kegiatan. )

Pasal 29
Dalam rencana pelaksanaan kegiatan ini ditentukan rencana waktu pelaksanaan
masing-masing kegiatan.

Pasal 30
Setelah penentuan waktu pelaksanaan kegiatan, dilakukan perhitungan rencana
pembelanjaan per rincian objek belanja.

Pasal 31
Rencana pembelanjaan ini ditetapkan dalam waktu bulanan sesuai dengan
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rencana pelaksanaan kegiatannya.
Pasal 32
Rencana pembelanjaan ini akan menjadi masukan untuk mengisi rencana

pengeluaran per triwulan di DPA SKPD 2.2.1. Untuk menentukan rencana waktu
pembelanjaan, penanggung jawab kegiatan harus berkoordinasi dengan pihak-
pihak terkait.

Pasal 33
Penentuan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pembelanjaan adalah
penentuan mekanisme belanja untuk masingmasing rincian objek belanja.

Pasal 34
Untuk tiap rincian objek belanja ditentukan mekanisme apa yang akan digunakan
dalam pembelanjaannya, apakah menggunakan mekanisme belanja uang
persediaan (UP/GU), Langsung (LS) atau Tambah Uang (TU).

Pasal 35
Penentuan mekanisme belanja perincian objek ini nantinya akan digunakan oleh
BUD sebagai alat bantu untuk menentukan nilai UP pada masing-masing SKPD.
Data-data yang sudah diperoleh dari pasal 27 s/d 34 dituangkan ke dalam
dokumen Rencana Pengeluaran per Kegiatan per Rincian Objek (Format
Rencana Pengeluaran per Kegiatan per Rincian Objek sebagaimana pada

lampiran).
Pasal 36

Dokumen ini disusun untuk masing-masing kegiatan yang ada dalam SKPD.
Pasal 37

Di dalam dokumen ini terdapat informasi anggaran kegiatan dalam rincian objek
belanja, berikut dengan rencana pembelanjaannya setiap bulan dan triwulan
serta mekanisme belanja yang akan digunakan.

Pasal 38
Kompilasi antara dokumen Rencana Pendapatan per Rincian Obyek dan
Rencana Pengeluaran per Rincian Obyek menjadi dokumen Usulan Anggaran
Kas SKPD.
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Pasal 39
Rencana Pendapatan per Rincian Obyek dan Rencan.a Pengeluaran per Rincian
Obyek yang telah selesai disusun, direkapitulasi dan dikompilasi menjadi
dokumen usulan Anggaran Kas SKPD.
Pasal 40
Dokumen usulan Anggaran Kas SKPD diserahkan kepada BUD bersama-sama
dengan rancangan DPA SKPD.
Bagian Kedua
Penetapan Anggaran Kas
| Pasal 41
PPKD selaku BUD melakukan perhitungan untuk menentukan detail rencana
pendapatan PPKD (dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang
sah) dan Belanja PPKD (bunga, subsidi, hibah, bansos, dsb).
Pasal 42
Perhitungan ini dilakukan untuk mendapatkan detail rencana penerimaan
pendapatan PPKD dan rencana belanja setiap bulannya.
. Pasal 43
PPKD selaku BUD juga melakukan perhitungan detail rencana penerimaan
pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sehingga didapat rencana
penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan per bulan.
Pasal 44
Berdasarkan pasal 40, 41 dan 42 Usulan Anggaran Kas SKPD, BUD menyusun
Anggaran Kas Pemda.
Pasal 45
Anggaran Kas Pemda disusun dengan mengkompilasi hasil perhitungan
pendapatan PPKD, belanja PPKD, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan
dengan anggaran kas SKPD.
Pasal 46
Di dalarﬁ Anggaran Kas Pemda ini terdapat informasi anggaran pendapatan
daerah, belanja daerah serta pembiayaan daerah per bulan. Dari informasi ter-
sebut dapat diketahui perkiraan kas umum daerah setiap bulan.
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Pasal 47
Anggaran Kas Pemda, berdasarkan hasil kompilasi dibahas bersama dengan
SKPD. Dalam pembahasan ini dilakukan rekonsiliasi angka dalam rangka
menjamin ketersediaan kas umum daerah.
Pasal 48
Apabila hasil rekonsiliasi terdapat saldo kas umum daerah yang tidak cukup
pada bulan tertentu, maka periu dilakukan koreksi.
' Pasal 49
Koreksi ini bisa berupa pergeseran terhadap rencana pendapatan atau rencana
pengeluaran dari satu bulan tertentu ke bulan lainnya.
o Pasal 50
Koreksi dapat dilakukan terhadap rencana pendapatan PPKD, belanja PPKD,
pembiayaan atau dapat juga dilakukan terhadap usulan anggaran kas SKPD.
. Pasal 51
Apabila koreksi dilakukan terhadap anggaran kas SKPD, maka SKPD harus

. memperbaharui usulan anggaran kas SKPD berikut rencana pengeluaran per

rincian objeknya.
Pasal 52

SKPD harus mengajukan kembali usulan Anggaran Kas SKPD yang telah
dikoreksi sebelumnya.

Bagian Ketiga
Anggaran Kas Pemda Ditetapkan Bersama-Sama Dengan DPA

Pasal 53

Anggaran Kas Pemda yang telah diperbaharui berdasarkan hasil pembahasan

dan rekonsiliasi akan ditetapkan oleh PPKD bersama dengan penetapan DPA.
Pasal 54

Anggaran Kas ini akan dijadikan dasar BUD dalam rangka penyusunan SPD.
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BAB VIII
SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD)

Bagian Kesatu

Pasal 55

SPD menginformasikan alokasi ketersediaan dana atas kegiatan-kegiatan yang

dapat dijalankan oleh SKPD.

Pasal 56

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan terkait SPD antara lain:

1. Penerbitan SPD berdasarkan Anggaran kas.

2. Penerbitan SPD dilakukan secara periodik, misalnya perbulan, pertriwulan
atau persemester sesuai dengan ketersediaan dana.

3. Dalam hal terdapat belanja yang sifatnya wajib dan mengikat sebelum DPA-
SKPD disahkan, maka BUD dapat membuat SPD-nya tanpa menunggu DPA
disahkan setelah diterbitkan peraturan kepala daerah tentang belanja wajib
dan mengikat.

4. Tidak tertutup kemungkinan jika periode SPD untuk masing-masing SKPD
dalam satu daerah berbeda-beda. Misalnya Dinas Pendidikan Kabupaten A,
SPD diberikan tiap bulan karena kebutuhan dana yang sangat besar
sedangkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten A penerbitan SPD diberikan
pertriwulan, karena kebutuhan dananya relatif kecil.

Bagian Kedua
Penyusunan SPD
Pasal 57

Berdasarkan anggaran kas pemda yang telah ditetapkan bersama dengan DPA

dan anggaran kas SKPD, maka anggaran kas SKPD akan menjadi dasar dalam

penentuan jumiah dana yang akan disediakan dalam SPD masing-masing

SKPD.

Pasal 58

(1) BUD harus mampu mempérkirakan kemampuan keuangan Pemda dalam
memenuhi kebutuhan dana SKPD.

(2) Hal ini penting karena akan mempengaruhi jumlah dana yang dapat
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disediakan dalam satu kali penerbitan SPD, serta periode penerbitan SPD.
(3) Sebagai contoh, bagi daerah yang mampu mencukupi kebutuhan dana yang

di-SPD-kan untuk kurun waktu 3 bulan, maka peribde penerbitan SPD cukup

1 kali tiap 3 bulan tersebut.

' Pasal 59

Berdasarkan pasal 57 dan 58 ayat 1, 2 dan 3 Kuasa BUD menyiapkan draft SPD
untuk masing-masing SKPD lalu diajukan kepada PPKD untuk diotorisasi. SPD
yang telah diotorisasi didistribusikan ke masing-masing SKPD.

BAB IX
- UANG PERSEDIAAN
_ Pasal 60

Hal-hal penting yang periu diperhatikan terkait Uang Persediaan adalah sebagai

berikut:

1. UP diberikan satu kali pada awal tahun anggaran dengan jumlah yang sudah
ditetapkan oleh kepala daerah.

2. Penggunaan UP menjadi tanggung jawab bendahara pengeluaran. Dalam hat
ini UP dapat dilimpahkan kepada bendahara pengeluaran pembantu dengan
persetujuan pengguna ahggaran.

3. Pemerintah daerah harus mengatur dan menetapkan besaran uang kas tunai
yang dapat dikelola oleh bendahara pengeluaran SKPD.

4. Pemerintah daerah harus mengatur dan menetapkan mekanisme pemberian
panjar dan batas waktu pertanggungjawabannya.

Bagian Kesatu
Penghitungan Besaran UP
Pasal 61
Penetapan besaran UP merupakan kewenangan Pemerintah Daerah masing-
masing yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah.
Pasal 62

Beberapa alternatif cara penghitungan besaran UP dapat dilakukan diantaranya

adalah sebagai berikut:
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Bagian Kedua
Penetapan UP Berdasarkan Pagu Anggaran

1

Pasal 63
Cara perhitungan ini dilakukan dengan cara menetapkan batas maksimal nilai
UP berdasarkan pagu anggaran yang dimiliki SKPD sebagaimana digambarkan
dalam contoh di bawah ini:
1. Maksimal Rp.50.000.000, untuk Pagu DPA SKPD sampai dengan

Rp.500.000.000.
2. maksimal Rp.75.000.000,- untuk Pagu DPA SKPD diatas Rp.500.000.000
sampai dengan Rp.1.000.000.000.
3. maksimal Rp.100.000.000, untuk Pagu DPA SKPD diatas Rp.1.000.000.000.
' Bagian Ketiga
Penetapan UP Berdasarkan Rencana Pembayaran UP/GU

Pasal 64
Secara sederhana, penghitungan besaran UP dapat diawali dengan
mengidentifikasi kelompok, jenis, objek ataupun rincian objek belanja dalam DPA
yang direncanakan akan dilaksanakan dengan cara LS.

Pasal 65
Jumlah nilai secara keseluruhan dari DPA dikurangi dengan nilai yang akan
dibayarkan melalui LS sisanya akan dibiayai dengan menggunakan mekanisme
uang persediaan.

Pasal 66 |
Kemudian, dilakukan proyeksi berapa kali bendahara yang bersangkutan akan
melakukan SPJ. Jika 12 kali, maka jumlah tadi dibagi 12. Jika 20 kali, maka
dibagi 20.

Pasal 67
Dalam menghitung besaran UP, dengan cara ini menggunakan pendekatan
rumus di bawah ini:

Besaran UP = Rencana Pembayaran dengan UP/GU
12
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Pasal 68
Rencana pembayaran dengan UP/GU diperoleh dari total belanja daerah pada
SKPD dikurangi dengan rencana pembayaran dengarrLS.

Pasal 69

Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah :

1. Berdasarkan jumlah anggaran untuk belanja tidak langsung, tentukan
rencana penarikan dana dengan cara Langsung (LS),

2. Bérdasarkan anggaran DPA tentukan mekanisme penarikan dengan UP atau
LS dari masing-masing kegiatan belanja langsung.

3. Menentukan jumlah (total) belanja langsung.

4. Menentukan jumlah belanja daerah, yang merupakan penjumlahan antara
belanja tidak langsung dengan belanja langsung.

5. Menentukan besaran rencana belanja dengan LS, yang merupakan
penjumlahan antara besaran LS dari belanja tidak langsung dan belanja
langsung yang dilakukan dengan LS.

6. Menentukan besaran rencana belanja dengan UP/GU, yang merupakan
penjumlahan antara rencana pembayaran dengan UP/GU dari keseluruhan
belanja langsung dari semua kegiatan.

7. Menentukan besaran UP

8. Memasukkan data-data di atas ke dalam format UP

Pasal 70
Apabila Daerah menggunakan cara ini, maka setiap SKPD harus mampu
melakukan estimasi terdapat setiap belanja, apakah akan dilakukan dengan LS
atau UP Sehingga diperoleh perhitungan UP yang akurat dan sesuai dengan
kebutuhan.
Bagian Keempat
Pengelolaan Kas Tunai
Pasal 71

Apabila suatu SKPD memperoleh UP dari BUD melalui transfer bank ke rekening

bendahara pengeluaran, maka Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melakukan

penarikan uang dari bank menjadi tunai.
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Pasal 72
Dilakukan pergeseran uang tersebut adalah untuk membiayai belanja-belanja
yang tidak dapat dilakukan melalui transfer Bank.
, Pasal 73
Jumlah penarikan dari bank menjadi tunai harus disesuaikan dengan kebutuhan
agar tidak terjadi penarikan uang yang terlalu sering.

Pasal 74
Secara umum, batas maksimal kas tunai yang boleh dikelola oleh Bendahara
Pengeluaran adalah jumlah uang persediaan dikurangi dengan rencana
pembayaran belanja secara transfer.

Pasal 75
Pemerintah daerah menetapkan peraturan bupati tentang besaran uang kas
tunai yang boleh dikelola bendahara pengeluaran di SKPD.

Bagian Kelima
Pelimpahan UP

Pasal 76
Pelimpahan UP adalah pemberian uang dari Bendahara Pengeluaran kepada
Bendahara Pengeluaran Pembantu, dimana uang tersebut berasal dari uang
persediaan/ganti uang persediaan yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran.

Pasal 77
Pelimpahan uang ini bertujuan untuk memperlancar proses pelaksanaan
kegiatan pada SKPD.

Pasal 78
Proses pelimpahan UP ini muncul karena adanya ketentuan yang mengatur
bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu hanya berwenang untuk mengajukan
permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS dan SPP-TU.

Pasal 79
Tujuan dari pelimpahan UP adalah untuk membiayai belanja-belanja yang
dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu di luar LS maupun TU.
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Pasal 80
Proses pelimpahan UP harus didasarkan pada perencanaan internal SKPD dan
harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggéran (PA).

Pasal 81
Besémya jumlah uang yang dilimpahkan oleh Bendahara Pengeluaran kepada
Bendahara Pengeluaran Pembantu harus sesuai dengan perencanaan internal
SKPD yang memperhitungkan besarnya kegiatan yang dikelola oleh Kuasa
Pengguna Anggaran serta waktu pelaksanaan kegiatan.

Bagian Keenam
Pengelolaan Panjar

Pasal 82
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan program
dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK. PPTK
memiliki tugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan
perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokum en anggaran atas
beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Untuk melaksanakan tugas-tugas
tersebut, PPTK dapat diberikan wuang panjar oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pasal 83
Uang Panjar adalah uang yang diberikan oleh Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
SKPD untuk memudahkan PPTK untuk melaksanakan tugasnya.

Pasal 84
Proses pemberian uang panjar kepada PPTK harus didasarkan pada
perencanaan internal SKPD.

Pasal 85
Untuk memperoleh panjar, PPTK harus mengajukan permintaan panjar kepada
Pengguna Anggaran (PA) menggunakan dokumen Nota Pencairan Dana (NPD).

Pasal 86
Bendahara pengeluaran baru dapat mencairkan uang panjar kepada PPTK
apabila NPD yang diajukan telah disetujui oleh Pengguna Anggaran (PA).
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Pasal 87

Besarnya uang panjar harus sesuai dengan perencanaan internal SKPD yang
meniperhitungkan besamya program dan kegidtan yang dikelola dan
dilaksanakan oleh PPTK serta waktu pelaksanaan kegiatan.

Pasal 88

Pemerintah daerah menetapkan peraturan tentang batas waktu menyimpan
uang panjar oleh PPTK.

BAB X
PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN

Bagian Kesatu
Substansi

Pasal 89

Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas

yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan
pemerintah daerah.

Pasal 90

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan terkait pengelolaan kas non anggaran
adalah sebagai berikut:

1.

Penerimaan kas non anggaran diperlakukan sebagai penerimaan
perhitungan pihak ketiga (PFK) sedangkan pengeluaran kas non anggaran
diperlakukan sebagai pengeluaran perhitungan pihak ketiga (PFK).
Penerimaan kas yang termasuk non anggaran adalah potongan Taspen,
potongan Askes, potongan PPh, potongan PPN, penerimaan titipan uang
muka, penerimaan uang jaminan, dan penerimaan lainnya yang sejenis.
Pengeluaran kas yang termasuk non anggaran adalah penyetoran Taspen,
potongan Askes, penyetoran PPh, penyetoran PPN, pengembalian titipan
uang muka, pengembalian uang jaminan dan pengeluaran lainnya yang
sejenis. '

Informasi penerimaan kas non anggaran dan pengeluaran kas non anggaran
disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran dan penyajian
informasinya harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
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5. Tata cara pengelolaan kas non anggaran diatur dalam "Peraturan Kepala
Daerah".
Bagian Kedua
Jenis-Jenis Transaksi Kas Non Anggaran (Pajak)

Pasal 91
Bendahara Pengeluaran memiliki kewajiban memotong dan memungut pajak.

Pasal 92
Setiap pajak yang timbul dari transaksi antara Pemerintah Daerah dengan pihak
ketiga, pajak tersebut akan langsung dipungut atau dipotong oleh bendahara
pengeluaran.

Pasal 93
Pemungutan oleh bendahara pengeluaran dilakukan terhadap Pajak
Pertambahan Nilai dan PPh pasal 22 yang dikenakan pada suatu transaksi, dan
pemotongan dilakukan terhadap PPh pasal 21 dan 23 yang dikenakan terhadap
suatu badan akibat transaksi yang dilakukan dengan pemerintah.

| Pasal 94

Bendahara pengeluaran yang memungut dan memotong pajak, wajib menyetor-
kannya dan membuat laporan SSP.

Pasal 95
Batas waktu penyetoran pajak ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangam terkait perpajakan.

Bagian Ketiga
Potongan Pegawai

Pasal 96
Potongan Pegawai dapat terdiri atas: luran Wajib Pegawai, Taperum dan Pajak
Penghasilan Pasal 21.

Ayat (1)
luran Wajib Pegawai (IWP) ini akan menjadi uang pensiunan bagi pegawai
negeri.

Ayat (2)
IWP dipotong secara terus menerus setiap bulan selama aktif bekerja.
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Pasal 97
luran Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (TAPERUM-PNS) dipungut
setiap bulannya dari masing-masing PNS.. ’

Bagian Keempat
Uang Jaminan

Pasal 98
Uang jaminan merupakan jaminan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk
uang yang diberikan oleh pihak yang diamanatkan untuk melakukan suatu
pekerjaan sehingga apabila ada kegagalan dalam pekerjaan atau penyebab lain
yang menyebabkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan maka uang jaminan ini
menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 99
Uang jaminan dapat befupa uang jaminan proyek, uang jaminan pemeliharaan,
uang jaminan bongkar reklame, dan lain sebagainya.

Bagian Kelima
Pengelolaan Transaksi Kas Non Anggaran

Pasal 100
Penerimaan kas non anggaran diperlakukan sebagai penerimaan perhitungan
pihak ketiga (PFK) sedangkan pengeluaran kas non anggaran diperiakukan
sebagai pengeluaran perhitungan pihak ketiga (PFK).

Pasal 101
Transaksi ini akan menambah atau mengurangi uang daerah tanpa
mempengaruhi SILPA sehingga tidak dilaporkan dalam laporan realisasi
anggaran namun informasinya disajikan dalam neraca sebagai utang PFK dan di
laporan arus kas di bagian aktivitas non anggaran.

Pasal 102
Penerimaan kas yang termasuk non anggaran adalah potongan Taspen,
potongan Askes, potongan PPh, potongan PPN, penerimaan titipan uang muka,
penerimaan uang jaminan, dan penerimaan lainnya yang sejenis. Penerimaan ini
diterima oleh Kas Daerah namun tidak diakui sebagai pendapatan tertentu, tetapi
dicatat sebagai hutang.
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Pasal 103
Penambahan ketersediaan kas di kas daerah penambahan tersebut tidak boleh
digunakan untuk operasional belanja karena dalam jangka waktu tertentu harus
dibayarkan ke pihak ketiga.

' Pasal 104

Setidaknya terdapat tiga variasi kejadian terkait pengelolaan transaksi kas non
anggaran |

Ayat (1)
Pengakuan pendapatan akibat tidak terlaksananya kewajiban-kewajiban pemberi
jaminan. Salah satu contoh kasus adalah adanya jaminan pemeliharaan yang
tidak dilakukan oleh penyedia barang, dalam hal ini pemerintah daerah dapat
melakukan pengakuan pendapatan atas kas non anggaran dimaksud yang
sebelumnya tercatat sebagai hutang pihak ketiga.

Ayat (2)
Pencairan Kas Non Anggaran "secara otomatis” karena Pemerintah daerah
sudah tidak lagi memiliki hak untuk memegangnya. Pencairan ini dilakukan
antara lain pada saat penyetoran kas dari pemotongan pajak dan potongan-
potongan pegawai lainnya. Pencairan/penyetoran potongan pegawai ini
langsung dilakukan oleh bank pada saat pemotonéan sehingga tidak diperiukan
proses lebih lanjut di pemerintah daerah.

Ayat (3)
Pencairan Kas Non Anggaran karena Pemerintah daerah sudah tidak lagi
memiliki hak untuk memegang kas nhon anggaran tersebut dan harus me-
ngembalikannya kepada pihak yang berhak. Pencairan ini terjadi pada uang
jaminan milik penyedia barang/jasa, dalam hal ini penyedia barang/jasa telah
menyelesaikan seluruh 'kewajibannya kepada pemerintah daerah sehingga
penyedia barang/jasa berhak untuk mengambil kembali uang jaminan yang
disimpan dalam kas daerah.

Pasal 105
Mekanisme pencairan uang jaminan ini dilakukan dengén Surat Perintah BUD.
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Pasal 106
Surat Perintah BUD ini setidaknya berisi tentang perintah pencairan uang dan
jumlah jaminan yang akan dicairkan, pihak yang dituju' dan nomor rekening yang
dituju.

Pasal 107
Surat Perintah BUD ini dilampiri pula dengan surat keterangan yang menyatakan
bahwa penyedia barang/jasa telah menyelesaikan kewajibannya.

BAB Xi
INVESTASI JANGKA PENDEK

Bagian Kesatu
Substansi

Pasal 108
Investasi merupakan penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis
seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/ atau manfaat lainnya
sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat.

Pasal 109
Kas merupakan aset pemerintah daerah yang paling lancar.

Pasal 110
Kas daerah yang belum digunakan dapat digunakan untuk investasi jangka
pendek.

Pasal 111
Investasi jangka pendek adalah deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai
dengan 12 (duabelas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis,
pembelian Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank
Indonesia (SBI).

Bagian Kedua
Pemilihan Investasi Jangka Pendek

Pasal 112

Deposito adalah sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan oleh bank kepada
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masyarakat.
Pasal 113
Depbsito memiliki persyaratan tertentu diantaranya batas jangka waktu
penarikan uang oleh nasabah.
' Pasal 114
Bunga deposito biasanya lebih tinggi dibandingkan bunga tabungan biasa.
. Pasal 115
Dalam memilih deposito ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan antara
lain adalah tingkat suku bunga yang ditawarkan, jenis dan kriteria deposito, dan
peraturan dan syarat yang harus dipenuhi
| Pasal 116
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh
Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek (1-3 bulan)
dengan sistem diskonto/bunga.
' Pasal 117
SBI merupakan salah satu mekanisme yang digunakan Bank Indonesia untuk
mengontrol kestabilan nilai Rupiah.
Pasal 118
Dengan menjual SBI, Bank Indonesia dapat menyerép kelebihan uang primer
yang beredar.
Pasal 119
Tingkat suku bunga yang berlaku pada setiap penjualan SBI ditentukan oleh
mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang.
Baglan Ketiga
Mekanisme Penempatan Uang
~ Pasal 120
Sebelum mengalokasikan kas umum daerah kedalam investasi jangka pendek,
BUDharus meyakini bahwa dana yang digunakan adalah dana yang benar-benar
tidak akan digunakan dalam waktu dekat (idle cash).
Pasal 121
BUD menyampaikan rencana penempatan dana pada investasi jangka pendek
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kepada Kepala Daerah.

Pasal 122

rencéna ini mencakup jumlah dana yang akan éiinvestasikan dan pilihan
investasi beserta alasan dan hasil analisa pemilihan investasi.

' Pasal 123
Apabila kepala daerah menyetujui, dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah
tentang investasi jangka pendek yang dipilih. Berdasarkan SK Kepala Daerah
tersebut BUD menerbitkan Surat Perintah BUD kepada yang memerintahkan
pemindahan dana dari kas umum daerah ke dalam investasi yang dipilih.

BAB Xii
PELAPORAN

Bagian Kesatu
Laporan Posisi Kas Harian

Pasal 124
Bendahara Umum Daerah Wajib menyusun Laporan Posisi Kas Harian (LPKH)
setiap hari dalam rangka melaporkan pengelolaan uang yang terdapat dalam
kewenangannya.
Pasal 125
Bendahara Umum Daerah Wajib menyusun Rekonsiliasi Bank dalam rangka
melaporkan perbedaaan saldo menurut buku BUD dengan saldo menurut Bank.
Bagian Kedua
Laporan Posisi Kas
Pasal 126
Laporan Posisi Kas Harian (LPKH) merupakan laporan yang dibuat oleh BUD
setiap hari kerja, yang mencerminkan jumlah saldo uang daerah setiap hari.
Pasal 127
LPKH ini dibuat berdasarkan dokumen-dokumen yang ada di BUD, bukan
berdasarkan informasi Baﬁk.
Pasal 128
Dokumen-dokumen yang rhenjadi dasar dalam pembuatan Laporan Posisi Kas
Harian adalah dokumen-dokumen penatausahaan dan buktibukti transaksi
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lainnya, seperti SP2D, STS dan bukti lainnya.

Bagian Ketiga
Rekonsiliasi Bank -
Pasal 129

Laporan Rekonsiliasi Bank dibuat oleh BUD dalam rangka menyamakan jumlah

saldo menurut Laporan Posisi Kas Harian dengan jumlah saldo kas menurut

catatan bank.

Pasal 130
Jumlah saldo kas menurut bank dapat dilihat dari Rekening Koran yang
disampaikan oleh Bank setiap hari kerja.

Pasal 131
Rekonsiliasi Bank disusun berdasarkan Laporan Posisi Kas Harian dan
Rekening Koran.

Pasai 132

Langkah-langkah dalam penyusunan Laporan Posisi Kas Harian dan

Rekonsiliasi Bank adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan bukti-bukti yang ada (SP2D/STS/Bukti lainnya yang sah), setiap
hari BUD menyusun Laporan Posisi Kas Harian.

2. BUD menerima rekening Koran dari Bank setiap hari untuk transaksi satu hari
sebelumnya.

3. Berdasarkan rekening Koran dan Laporan Posisi Kas Harian, BUD menyusun
Rekonsiliasi Bank.

4. Rekonsiliasi Bank disusun dengan-cara membandingkan saldo kas di Bank
menurut Rekening Koran dengan saldo kas di Bank menurut Laporan Posisi
Kas Harian.

5. Laporan Posisi Kas Harian dan Rekonsiliasi Bank tersebut diserahkan
kepada Kepala Daerah hari pertama setiap minggunya.
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BAB Xiit
LAPORAN ARUS KAS

Bagian Kesatu

Substansi

Pasal 133
Laporan Arus Kas merupakan bagian laporan keuangan pemerintah daerah

Pasal 134
Tujuan Laporan Arus Kas adalah memberikan informasi mengenai sumber.
penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan
saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk
pertanggungjawaban dan péngambilan keputusan.

Pasal 135
Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas
selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi,
investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.

Pasal 136
Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi aset non keuangan,
pembiayaan dan non anggaran memberikan informasi yang memungkinkan para
pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi
kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk
mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi aset non keuangan,
pembiayaan dan non anggaran.

-

Bagian Kedua
Struktur Laporan Arus Kas

Pasal 137
Arus kas aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas
yang yang berasal dari kegiatan operasional pemerintah selama satu periode
akuntansi.

Pasal 138
Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan
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kemampuan operasi pemerintah dalam menghasitlkan kas yang cukup untuk
membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa
mengandalkan sumber pendanaan dari luar. *
Pasal 139
Arus masuk kas dari aktivitas oberasi terutama diperoleh dari:
1. Penerimaan Perpajakan;
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
3. Penerimaan Hibah;
4. Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi Lainnya;
dan
5. Transfer masuk.
Pasal 140
Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran:
Belanja Pegawai;
Belanja Barang;
Bunga;
Subsidi;
Hibah,;
Bantuan Sosial;
Belanja Lain-lain/Tak Terduga; dan

© N O O s 0N =

Transfer keluar.
Bagian Ketiga
Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Pasal 141
Aktivitas investasi aset non keuangan adalah aktivitas penerimaan dan
pengeluaran kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset
non keuangan lainnya.

Pasal 142

Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan
dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya
ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan
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pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.
. Pasal 143 .

Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari:
1. ‘Penjualan Aset Tetap;
2. Penjualan Aset Lainnya.

Pasal 144
Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari:
1. Perolehan Aset Tetap;
2. Perolehan Aset Lainnya.

~ Baglan Keempat
Aktivitas Pembiayaan

Pasal 145
Aktivitas pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang
mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka
panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan
pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.

' Pasal 146

Arus kas dari aktivitas pembiayaan bertujuan untuk memprediksi kiaim pihak lain
terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa
yang akan datang.

Pasal 147
Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:
1. Penerimaan Pinjaman;
Penerimaan Hasil Penjualan Surat Utang Negara;
Penerimaan dari Divestasi;
Penerimaan Kembali Pinjaman;

o > 0N

Pencairan Dana Cadangan.

Pasal 148
Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:
1. Penyertaan Modal Pemerintah;
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2. Pembayaran Pokok Pinjaman;
3. Pemberian Pinjaman Jangka Panjang; dan
4. Pembentukan Dana Cadangan. Aktivitas Non Angg&ran
Bagian Kelima
Aktivitas Non Anggaran
Pasal 149
Aktivitas non anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan
pemerintah.
Pasal 150
Arus kas dari aktivitas non anggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).
Pasal 151
PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari
Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai. misalnya potongan
Taspen, luran Askes, Uang Jaminan, dan lainnya.
Pasal 152
Arus masuk kas dari aktivitas non anggaran penerimaan PFK antara lain hasil
dari pemotongan pajak, penerimaan uang jaminan, dan lain-lain.
Pasal 153
Arus keluar kas dari aktivitas non anggaran meliputi pengeluaran PFK seperi
penyetoran pajak, pengembalian uang jaminan, dan lain-ain.
BAB X1V
KETENTUAN PENUTUP
| Pasal 154
Struktur mekanisme pengelolaan kas daerah beserta format pengelolaan kas
daerah terlampir dalam peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam peraturan bupati ini.
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Pasal 155
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal disndangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetaphan di . Kolaka
pada tagggal - 25 Januari 2012

Diundangkan di : Kolaka
Pada tanggal : 25 Januari 2012

ARIS DAERAH /
<A 8,
'y o
& A
a

SETD

H. AH AFEl, SH..MH
i tama Muda Gol. IV/c
90419 188607 1 001

*

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TAHUN 2012 NOMOR 7
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PEMERINTAH KABUPATEN ... .......
RENCANA PENDAPATAN PER RINCIAN OBYEK
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LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH KABUPATEN

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampal Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X9
Metode Langsung

Jumiah Aros Masuk Xas

#1Anus Kelvar Kas
31 Jumiah Arus Keluar Xas
Arus Kas Bersih dari AktiviRas Operasl

Jumiah Arus Masuk Kas

3 1Arus Keluar Kas
Jumiah Arus Xeluar Xas
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasl Aset Nonkeuangan

Jumlah AnisMasuk Xas

23 Keduas Kas
Jumiah Arus Keluar Kas
Anss Xas Bersih dari Aktivitas Pemblayaan

Jumiah Arus Masuk Kas

rus Xeluar Kas
Jumiah Arus Keluar Kas
Arus Kas Bersih dard Aktivitas Nonanggaran

Kennken/Penunmen Kns

Saldo Aws! Xaz &§ BUD

Saldo Akhir Xas df PUD
mmmum

hk*t o]
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LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH XABUPATEN
Untuk Tahun Yang Derakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X9

Metode Langsung

Ursfen

3 1Arus Xas dari Aktivitas Operas!
H AT Masuk Kas
Jumiah Arus Masuk Xas

1Arus Keluar Kas
Jumiah Arus Keluar Xas
‘Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operad

us Kes derf Aktivitas investasl Aset Nonkeuangen
s Masuk Kas
Jumiah Arus Masuk Kas

Jumiah Arus Xeluar Kas
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Imvestasi Aset Nonkcuangan

Kas deri Aktivites Pembizynsn
Masuk Kas
Jumiah Arus Masuk Kas

Keluar Kas
Jumlah Arus Keluar Kas
Arus Xas Bersih dar] Axtivitas Pemblayaan

X Kas dar] Aktivitas Nonsnggeran
f |Arus Masuk Xas
it Sumlah Arus Masyk Kas

] Arus Keluar Kas
Jumiah Arus Keluar Xas
Arys Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran

Kerakmn/Penvarunan Kas
Saldo Awel Kax & BUD
Salde Akh¥ Kas 1 BUD
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LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH KABUPATEN
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampal Dengan 31 Desember 20X1 dan 20)0
Metode Langsung

Urnise

i 1Arus Xas deri Aktivites Operast
§ |Arus Masuk Kas
§1 Jumiah Arus Masuk Kas

2 1Arus Keluar Kas
R{ Jumiah Arus Keluar Kas
Arus Xas Bersih darj Aktivitas Operasl

Emman»mwmmm
3jArus Masuk Kas
21 Jumlah Arus Masuk Kas

Arus Xeluar Kas
21 Jumlah Arus Xeluar Xas
Arus Xas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkevangan

Arus Kas der] Aktlvites Pemnbisyssn
41Arus Masuk Kas
Jumiah Arus Masuk Kas

: Arus Xeluar Xas
Jumlah Arus Xelvar Kas
Arus Xas Bersih dari Aktlvitas Pembiayaan

' [Ares Kas darf Aktivites Nonanggeran
2 jAmus Masuk Kas
Jumiah Arus Masuk Kas

8 1Arus Keluar Kas
§{ Jumiah Arys Xeluar Kas
Arus Kas Bersth dari Aktivitas Nonanggaran

Kemakan/Penurunan Kss
Seldo Awsl Kas & BUD
Seldo Akhk Kas df BUD
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LAMPIRAN 28 |

_ LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH KABUPATEN
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Oesember 20X1 dan 20X0

Metods Langsung

Uralan

2 IArus Kos derf Aktfvitas Opernst
S 1Arvs Masuk Xas
3 Jumiah ArusMasuk Kas

rus Keluar Kas §
Belanja Barang 175.000.000

Jumlah Arus Xefuar Kas 175.000.000
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasl {175.000.000)

: Kas dar] Aktivitas Investas] Axset Nonkeuangan
Arus Masuk Xas
£{ Jumlah Arus Masuk Kas

% 1Arus Kelouar Kas

Jumiah Ams Keluar Kas
Avus Kas Bersih darl Aktivitas Investas] Aset Nonkevangan

Jumlah Arus Masuk Kas

RiArus Keluar Kas
$1 Jumiah Arus Keluar Xas
Arus Kas Bersih darl Aktivitas Pembiayaan

Jumiah Arus Masuvk Xas

Arus Keluar Kas
Jumilah Arus Keluar Kas
Arus Xas Bersily darj Aktivitas Nonanggaran

Kenakan/Penurunan Kas
Saldo Awsl Kes di BUD
Saldo Akhir Kes d1 BUD
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LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH KABUPATEN |
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampal Dengan 31 Desember 201 dan 208
Metode Langsung

Urnian

§1Arus Kns deri Aktivitas Operas
Arus Masuk Kas
Jumlah Arus Masuk Kas

§lAns Xeluar Kas
Belanje Barang

Jumlah Arus Keluar Kas
Arus Kas Bersth dari Aktivitas Operas

2 Arus Kas derf Akiivites investasi Aset Nonkeusngan
4Arus Masuk Kas
Jumiah Arus Masuk Xas

: Arus Xeluar Kas
Jumiah Arus Xeluar Kas
Arus Kas Bersih darl Aktivitas Investas Asct Nonkeuangan

i Arus Xoe derf Aktivites Pembiaysan
Arus Masuk Kas
Jumiah Anus Masuk Xas

Arus Kelvar Kas
Jumiah Arus Keluar Kas
Arus Xas Bersh dari Aktivitas Pembiayaan

i Arus Kus darf Aktivites Nonsnggaren
Arus Masuk Xas
Jumiah Arus Masuk Xas

Arus KeJuar Kas
Jumiah Arys Keluar Kas
Ans Xas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran

Kenakan/Penunman Kas {175.000.000)
Saldo Awel Xas o BUD 10.000.000.000
Saido Akhi Kus d] BUD 9,625.000.000
Sald Akhir Kaz DI Bendabara Pengohmian 200.000.000
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LAPORAN ARUS KAS
, _ PEMERINTAH KABUPATEN
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampal Dengan 31 Desember 20X4 dan 20X0

Metode Langsung

Uralan

fi 1Arus Kos daif Akiivitas Operns!
fiArus Masuk Kas
Jumiah Arus Masuk Kas

Arus Kelvar Kas
3 Belanja Barang

i 'Jumlah Arus Keluar Kas
Arus Kas Bersih darf Aktivitas Operad

3 (Arus Kas derf Aktvitas investesf Aset Nonkevangan
EiAms Masuk Xas
§] Jumlah Arus Masuk Kas

Ans Kelvar Kas’
Jumiah Arys Xeluar Xas
Arus Kas Bersih dasl Aktivitas Investasi Aset Nonkenangan

R {Arus Ko darf Aktivitss Pemblaysan
Jumlah Arus Masuk Xas

f1Anus Keluar Xas
Jumlah Arus Keluar Kas
Amus Kas Bersth darf Aktivitas Pemblayaan

B{Anu Kes derf Aktivitas Nonenggaran -
BiArus Masuk Xas
Jumlah Arss Masuk Kas

RiAns Keluar Kas
Jumiah Arus Xeluar Xas
Ans Xas Bershh dati Aktivitas Nonanggaran

Kenskan/Penurunan Kes
Saldo Awal Xus i BUD
Ssldo AkhY Kas J BUD
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LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH KABUPATEN
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampal Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung

Urnisn

Arm Kes dari Aktivitas Operast
2 1Aus Masuk Kas

'mman&mmmmm
1 ]Arus Masuk Kas

dArus Kelvar Kas

g Arus Keluay Kas
21 Jumiah ArusKeluar Kas
Arus Kas Bersih darl Aktivkas Pembiayaan

41Arus Keluar Kas

Jumlah Arus Masuk Kas

rus Keluar Kas
Belanja Barang

Jumiah Arus Xelvar Kas
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Jumlah Arus Masuk Kas
Jumlah Ams Xeluar Kas

Arus Kas Bersth dari Aktivitas Investasl Aset Nonkeuangan

Jumlah Arus Masuk Xas

Jumiah Arus Masuk Kas

Jumlah Arus Keluar Kas
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran

Kenakmn/Penunman Kas
Saldo Awal Kas &f BUD

Saldo Alh Kas d1 BUD
Sald Akhir Kag Df Benndahars Pengelunren

o iy e e
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